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Abstract

The main problem in this research is how he figure of the women’s status in
the reign period of Prophet Muhammad SAW and Kulafaur Rasyidin , how far
is the involvement of women in the politic field in that period, and the problem
which appeared at that period.

This research is a descriptive qualitative research which is based on the
library research. The data of research contains the information about the
involvement of women in the politic field in the reign period of Prophet
Muhamamad Saw and Khulafaur Rasyidin which are collected from the
Islamic literature such as hadists of Prophet Muhammad Saw and the
historical books of Islam which reveal the problems. The collected data is
analyzed qualitatively with the inductive analysis techniques.

The research has shown that the condition of women in the middle of pagan
ignorance age proceeding the Islamic era (Jahiliyah) of Arabic Society
commonly was terrified. The women were insulted, treated harshly, and
looked down. Moreover, the women were seen as the realization of sin,
unfortunate, disgrace and the other embarrass things. Islam has put the status
of women in the proportion by admitting the women’s humanity and getting
rid of the darkness which has been experienced by the women in the life time
history. During the reign period of Prophet Muhammad Saw, the women had
already taken part in the politic role such as in the struggle of spreading the
truth of Allah’s sentences. They had done the Islamic religious proselytizing,
hijrah with the prophet Muhammad Saw, and swore to the Prophet
Muhammad Saw as well done the jihad or taken a part in the war which used
to be followed by the men. The women also had activated in taking part in the
role of politic in the period of Khulafaur Rasyidin. Ummahat al-Mu’minin had
become the motored movement of women to participate actively in those
politic activities. Among the problems which faced by the women in
participating in the politic field during the reign of Prophet Muhammad Saw
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were the pressure of infidel Quraisy groups of Makkah in the early period of
Islamic religious proselytizing, the physical weaknesses of women considering
the hard activities which were done to hijrah and holy war (jihad). For
example they had to lose their family, wealthy and motherhood. However,
those kinds of problems didn’t stop the role of women’s in the politic field.
The big problem which was faced in the period of Khulafaur Rasyidin was the
disputed that encountered in the riot time was among the Moslem and also the
unbeliever who pretended to be Moslem (munafik) such as the one which was
motorized by Abdullah bin Saba.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan
berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan manusia mulai dari
aspek yang paling pokok hingga aspek-aspek lain sebagai
pelengkap dari aspek pokok tersebut. Islam mengajarkan aspek
keimanan, ibadah, dan akhlak yang merupakan inti dari ajarannya.
Di samping itu, Islam juga mengajarkan persamaan di antara
manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan di antara bangsa,
suku, dan keturunan yang satu dengan yang lainnya. Yang menjadi
titik perbedaan di antara manusia yang kemudian meninggikan atau
merendahkannya hanyalah nilai iman dan takwanya kepada Allah
Swt. Demikianlah yang ditegaskan oleh Allah dalam QS. al-
Hujurat (49) ayat 13. Ayat ini tidak membeda-bedakan manusia
atas dasar jenis kelamin, suku bangsa, dan kelompok-kelompok
tertentu, akan tetapi yang menjadi ukuran perbedaan manusia di
hadapan Allah hanyalah satu, yakni derajat ketakwaannya kepada
Allah Swt.

Seorang pemikir feminis Muslim dari India, Asghar Ali
Engineer, ketika meletakkan ayat-ayat al-Quran yang membicara-
kan hak-hak perempuan dan laki-laki, yakni QS. al-Nisa' (4): 34,
al-Bagarah (2): 228, dan al-Ahzab (33): 35 secara bersama-sama
dan melihatnya dalam konteks yang tepat, menjelaskan bahwa
Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang
dibawa sejak lahir. Asghar juga melihat, adanya kontradiksi di
dalam al-Quran merefleksikan kontradiksi dalam situasi yang
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kompleks pada waktu diturunkannya al-Quran (Engineer, 1999:
238).

Dalam praktik dan penerapan ajaran Islam, tidak sedikit
umat Islam justeru menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan
apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam al-Quran. Kesetaraan
yang dijunjung tinggi oleh al-Quran tidak dapat direalisasikan
dalam kehidupan nyata, terutama setelah otoritas pemerintahan dan
pemikiran didominasi oleh kaum lelaki. Pemerintahan Islam sejak
zaman Nabi Saw., Khulafaur Rasyidin, hingga zaman kerajaan-
kerajaan Islam (dinasti) tidak banyak menempatkan perempuan
pada posisi-posisi yang strategis atau posisi kunci di pemerintahan.
Kehadiran perempuan dalam dunia politik hanyalah sebagai pe-
lengkap dari kekurangan yang mungkin ada.

Dalam hal berpolitik wanita juga memiliki hak untuk
berpartisipasi di dalamnya sebagaimana laki-laki. Namun, terjadi
perbedaan pendapat dalam hal apakah perempuan boleh menduduki
jabatan tertinggi negara (presiden atau yang semacamnya) seperti
laki-laki.

Yang lebih penting untuk diperhatikan sebenarnya adalah
bagaimana kondisi riil yang terjadi pada masa-masa awal
pemerintahan Islam, yakni masa Nabi Muhammad Saw. dan masa
Khulafaur Rasyidin, yang merupakan masa-masa penting untuk
melihat bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran Islam diterapkan
dalam kehidupan nyata. Apakah pada masa-masa itu kaum
perempuan ikut terlibat dalam dunia politik atau sebaliknya sama
sekali tidak terlibat? Dari sinilah penulis ingin membahas lebih
jauh dua masalah pokok, yaitu: 1) Bagaimana gambaran kedudukan
perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur
Rasyidin, dan 2) Sejauhmana keterlibatan perempuan dalam bidang
politik pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur
Rasyidin serta problem apa saja yang dihadapi perempuan pada
waktu itu.

Untuk mengkaji dua permasalahan di atas, penulis meng-
gunakan dua poin pokok yang menjadi kajian pustaka dalam tulisan
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ini, yakni tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam dan
Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik.

Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Secara historis, telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang,
yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah
dibandingkan laki-laki. Sejarah peradaban manusia banyak di-
dominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi
semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam
masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi,
sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan
perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang
dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah
tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua
peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dari sini muncullah
doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan
dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki
kemampuan seperti yang dimiliki laki-laki dan karenanya
perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki
dan mendominasi perempuan. Lalu pertanyaannya, bagaimana
sebenarnya status perempuan menurut Islam?

Menurut Asghar Ali, pertanyaan di atas sangat sulit untuk
dijawab. Dia memberikan tiga alasan, yaitu: 1) Al-Quran
merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual.
Ketika berbicara secara normatif al-Quran tampak memihak kepada
kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin, tetapi secara
kontekstual al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan
tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Dengan mengabaikan
konteksnya para ulama berusaha memberikan status yang lebih
unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif; 2) Interpretasi
terhadap ayat-ayat al-Quran, sebagaimana terjadi pada kitab suci
yang lain, sangat tergantung kepada sudut pandang penafsirnya.
Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda
tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka; dan 3)
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Makna ayat al-Quran terbuka untuk sepanjang waktu. Makna ayat-
ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna
yang diterima seorang ulama yang hidup di zaman modern
(Engineer, 1994: 56).

Al-Quran sebenarnya telah menegaskan adanya kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan. Untuk melihat kesetaraan tersebut
bisa dilihat misalnya al-Quran surat al-Nisa' (4): 1 yang
menyatakan kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)
memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama dan
memiliki hak sama (Engineer, 1994: 57). Pendapat ini dikuatkan
oleh Muhammad Asad, Maulana Azad, Maulana Qari Muhammad
Tyeb (Engineer, 1994; 58). Dengan demikian jelaslah bahwa al-
Quran mendorong adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Al-
Quran juga mengisyaratkan status keagamaan perempuan,
sebagaimana status sosialnya, sama tingginya dengan laki-laki (QS.
al-Ahzab (33): 35).

Menurut Asghar masalah al-Quran yang melebihkan laki-
laki atas perempuan karena nafkah sesungguhnya adalah masalah
kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran perempuan
pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domistik dianggap
sebagai kewajiban perempuan. Selain itu laki-laki menganggap
dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka
mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan
(Engineer, 1994: 62-3). Ditambahkan oleh Asghar, dengan
keadaan-keadaan yang terus berubah dan kesadaran yang semakin
kuat di kalangan perempuan, konsep mengenai hak-hak mereka
akan berubah.

Ayat al-Quran surat al-Bagarah (2): 228 yang menyatakan
bahwa suami mempunyai kelebihan satu tingkat dari isterinya tidak
dimaksudkan untuk membuktikan superioritas laki-laki atas
perempuan. Kelebihan yang disebut di sini adalah kelebihan dalam
hal biologis, yaitu bahwa perempuan yang dicerai harus menunggu
selama tiga kali quru' (suci) agar dapat dipastikan apakah Allah
telah menciptakan makhluk hidup dalam rahimnya atau tidak. Hal
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ini tidak terjadi pada laki-laki yang bebas untuk menikah tanpa
pembatasan biologis. Ayat ini tidak berlawanan dengan konsep
kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan (Engineer, 1994:
75). Jadi pernyataan al-Quran yang melebihkan laki-laki atas
perempuan merupakan pernyataan mengenai situasi sosial dan
bukan mengenai prinsip normatif sebagaimana yang dikemukakan
oleh sebagian teolog. Perbedaan antara kata "adalah™ dan "harus"
tidak boleh dilupakan, karena kedua kata itu akan membawa
implikasi yang berbeda.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa al-Quran tidak
menghendaki adanya superioritas laki-laki atas perempuan.
Artinya, al-Quran menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan. Pernyataan al-Quran yang memberikan hak-hak yang
seimbang antara laki-laki dan perempuan membuktikan kebenaran
pernyataan tersebut. Masalahnya, tidak gampang membuat konsep
kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat diterima oleh semua
orang, bahkan di zaman kita sekarang ini. Berbagai ketidaksetaraan
baik yang samar maupun yang nyata tetap ada, bahkan dalam
masyarakat kapitalis dan sosialis yang sudah maju. Di kalangan
umat Islam yang juga memegangi ayat-ayat al-Quran masih banyak
yang berpandangan bahwa laki-laki berada pada posisi yang
setingkat di atas perempuan. Mereka lebih banyak mendasarkan
pada penafsiran para ulama tradisional yang hampir semuanya
menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif.

Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik

Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah (QS. Ali
‘Imran (3): 19) sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum
perempuan, menghargai sifat mereka, dan menghormati mereka.
Menurut Mutahhari (1985: 90), Islam tidak meyakini satu jenis
hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-
laki dan kaum perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu
perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-
laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan.
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Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama
sehubungan dengan perempuan dan laki-laki, dan dalam hal-hal
lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam.
Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan
tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki
dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya
masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis
sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah
menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-
laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama
atau identik. Kata “kesetaraan” (equality) telah memperoleh
semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian
keadilan dan tidak adanya diskriminasi (Mutahhari, 1985: 93).

Dalam buku Women in Islam: A Discourse in Rights and
Obligations (1999) Fatima Umar Nasif membagi hak-hak
perempuan menjadi empat bagian, yaitu: 1) hak-hak sosial, 2) hak-
hak keagamaan, 3) hak-hak politik, dan 4) hak-hak ekonomi.
Dalam bidang sosial, kaum perempuan dapat melakukan peran
mereka dengan leluasa. Yang dimaksud hak-hak sosial di sini
adalah hak-hak kaum perempuan untuk melaksanakan berbagai
aktivitas, pekerjaan, dan profesi yang bermanfaat bagi
masyarakatnya, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi (Nasif,
2001: 65).

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam
kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik.
Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang
mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan
mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang
diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan
pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat al-Quran yang
memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam
memecahkan segala urusan mereka. Ada dua ayat yang
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memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah, yaitu
QS. al-Syura (42): 38 dan QS. Ali “Imran (3): 159.

Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam
bidang politik. Karena itu, pada masa Nabi Saw. kaum perempuan
juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di
antara aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa Nabi
Saw. seperti yang diceritakan dalam hadis di antaranya adalah: 1)
ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 2)
ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 3)
berbaiat dengan Nabi Saw. seperti yang ditegaskan dalam QS. al-
Mumtahanah (60): 12, 4) ikut peduli terhadap masa depan politik
negara yang menganut sistem kekhalifahan, dan 5) ikut
menghadapi kezaliman salah seorang penguasa (Abu Syugqgah,
1997, 1l: 66-68).

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk
mendapatkan  perlindungan dan perawatan. Allah  Swit.
memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong kaum
perempuan yang meninggalkan kampung halaman mereka
melepaskan diri dari penganiayaan di negeri kaum kafir dan yang
ingin menjadi anggota masyarakat Islam dengan menerima Islam
sebagai agama mereka (QS. al-Mumtahanah (60): 10). Orang-orang
beriman wajib melindungi, menjaga, dan menegakkan hak-hak
perempuan, wajib menjaga perempuan yang beriman dari ancaman
orang-orang kafir yang akan membalas dendam terhadap mereka,
dan wajib membayar ganti rugi kepada suami dari perempuan yang
berhijrah jika suami itu memintanya. Dengan demikian, kaum
perempuan memperoleh hak-hak tersebut yang sekaligus menjadi
kewajiban kaum lelaki.

Hak sama yang diterima perempuan seperti halnya pria
adalah dalam hal baiat (janji setia). Berdasarkan QS. al-
Mumtahanah (60): 12 Nabi Saw. diperintahkan untuk menerima
janji setiap dari perempuan yang memenuhi persyaratan tertentu.
Di antara persyaratan itu adalah: 1) tidak akan mempersekutukan
Allah, 2) tidak akan mencuri, 3) tidak berzina, 4) tidak membunuh
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anak-anak mereka, 5) tidak melakukan kebohongan yang besar, dan
6) tidak berbuat dusta. Dari sini jelaslah bahwa Nabi Saw.
menerima baiat kaum perempuan dan memperlakukan perempuan
dan laki-laki secara sama. Posisi penting yang diduduki kaum
perempuan dalam Islam terwujud dalam baiat dan penegasan atas
kelayakannya. Begitu juga, penyebutan mengenai hak-hak lainnya
yang relevan dalam al-Quran tidak diabaikan.

Hak jihad juga diberikan oleh Islam kepada perempuan
sebagaimana diberikan juga kepada laki-laki. Menurut Sayid
Quthub, Allah memang tidak menjadikan jihad sebagai suatu
kewajiban bagi kaum perempuan. Pada saat yang sama Allah tidak
melarang mereka untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam
beberapa pertempuran pada masa Nabi. Jihad tidak diwajibkan bagi
kaum perempuan karena merekalah yang melahirkan tentara-
tentara yang berperang dalam jihad. Secara fisik dan psikis seorang
perempuan lebih siap untuk tugas seperti itu (al-Tarsyah, 2001).
Perempuan memiliki kecenderungan alami yang membantu dirinya
untuk mempersiapkan anak laki-lakinya untuk berjuang sepanjang
hidupnya dan juga dalam jihad. Dengan melaksanakan tugas itu
berarti ia memberikan pelayanan yang lebih baik (Nasif, 2001:
181).

Mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi
perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat
mengenai hal ini. Sebagian ada yang membolehkan, ada juga yang
melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Yang berpendapat
bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan ini, karena
jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti
memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku
bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain.
Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan
penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah telah
menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik
dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkan mereka
menjalankan peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam
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masyarakat. Jika perempuan memikul jabatan penguasa, maka ia
dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka
menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam
jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki, dan ini dilarang
dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh
penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga
dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini
adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat Jum’ah
dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena
perempuan tidak dituntut untuk melakukan shalat Jum’ah. Begitu
juga halnya dalam melakukan shalat ‘id dan shalat istisqa’. Tugas
penguasa yang lain adalah mengumumkan keadaan darurat perang
serta memimpin pasukan melawan musuh (al-Buthi, 2005: 66).
Yang menjadi pegangan utama kelompok yang melarang
perempuan untuk menjadi penguasa adalah hadis yang
diriwayatkan al-Bukhari. Hadis ini oleh jumhur ulama dipahami
berdasarkan keumuman lafazh. Syaikh Muhammad al-Ghazali,
ulama yang sangat terkenal dari Mesir, mendukung pendapat
jumhur ulama tersebut, namun dalam kejadian tertentu dia
menemukan bahwa pendapat minoritas justru lebih kuat karena ada
dalil yang mendukungnya. Al-Ghazali lebih memperhatikan
asbabul wurud hadis itu dari pada keumuman lafazhnya, karena
menurutnya tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan al-Quran
yang tidak pernah melarang perempuan seperti itu, bahkan al-
Quran mengisahkan keberhasilan Ratu Balgis, penguasa negeri
Saba’, dalam memimpin masyarakatnya, meskipun dia perempuan.
Perempuan-perempuan lain seperti Golda Meir juga berhasil
memimpin negara Israel, begitu juga Indira Gandhi Kketika
memimpin India dan Margaret Tatcher ketika memimpin Inggris.
Al-Ghazali menegaskan bahwa pendapatnya seperti ini bukan
semata-mata dia senang perempuan menduduki jabatan penguasa,
tetapi dia ingin menafsirkan hadis dengan benar sehingga tidak
terjadi kontradiksi dengan al-Quran (al-Ghazali, 1996: 64).
Pemahaman hadis yang salah akan berakibat pada adanya
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keputusan hukum yang salah. Keputusan yang salah ini sekarang
justeru masih mendominasi keyakinan para ulama dan sebagian
besar umat Islam tentang wanita.

Di akhir uraiannya tentang wanita berprofesi, ‘Abd al-
Halim Abu Syuggah juga senada dengan Syaikh al-Ghazali. Dia
berpendapat, meskipun hadis al-Bukhari itu shahih dari sanad dan
matannya, tetapi maksudnya tidak terlalu jelas. Seperti halnya
Syaikh al-Ghazali, dia juga beralasan agar tidak terjadi benturan
antara hadis dengan al-Quran dan realitas sejarah yang
menggambarkan negara yang dipimpin oleh perempuan tidak
hancur. Dia juga tidak menginginkan perempuan menyibukkan diri
untuk menjadi pemimpin tertinggi seperti itu. Menurutnya, yang
harus diperhatikan untuk menduduki jabatan ini bukan masalah
jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tetapi bagaimana kesiapan
akhlak dan kemampuan atau bakatnya (Abu Syuqgah, 1997: 440-
444).

Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian
deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan
(library research). Data penelitian yang berisi informasi-informasi
tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada masa
Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin diperoleh
dari literatur Islam yang berupa hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.
dan buku-buku sejarah Islam atau buku-buku politik Islam yang
mengungkap permasalahan tersebut. Strategi pemilihan setting
dalam penelitian ini didasarkan pada tiga hal, yaitu tempat, pelaku,
dan aktivitas. Tempat yang dimaksud di sini karena terjadi pada
masa Nabi Saw. dan Khulafaur Rasyidin, tentu saja di sekitar
Jazirah Arab, seperi Makkah, Madinah, Mesir, Baghdad, dan kota-
kota sekitarnya. Semua data penelitian dalam penelitian ini berupa
data sekunder, yakni data-data historis yang sudah tertuang dalam
bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang berisi informasi
tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada masa
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Nabi Muhammad Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
induktif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis
permasalahan khusus di sekitar fenomena yang terjadi pada masa
Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin, terutama
mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik,
untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan
objektif yang dapat menggambarkan permasalahan yang
sebenarnya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perempuan di
tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan
Islam secara umum suram. Perempuan dihina, diperlakukan secara
kasar, dan direndahkan martabatnya, bahkan perempuan dipandang
sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang
memalukan. Pada masa ini perempuan tidak memiliki hak politik
sama sekali. Kehidupan bangsa Arab yang telah mendapatkan
pengaruh dari kebudayaan luar seperti Mesir, Romawi, dan Persia
telah memengaruhi sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Arab.
Dalam masyarakat Arab dikenal adanya budaya patriarki. Posisi
perempuan berada di bawah laki-laki. Hal yang demikian ini
menjadi sesuatu yang wajar dalam budaya bangsa Arab Jahiliyah.

Islam datang membawa angin segar bagi kaum perempuan.
Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya
dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis
kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta
menjamin hak-hak perempuan. Islam datang untuk melepaskan
perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan.
Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan
terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping
kewajiban.

Islam adalah agama fitrah. Hukum-hukumnya memberikan
ganjaran sempurna terhadap fitrah kemanusiaan dan telah menjadi
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suatu kewajiban bagi Islam untuk memusakan kesenangan ini bagi
pemeluknya baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan tidak
melihat segi kebutuhan atau ketiadaannya (al-Buthi, 2005: 231).
Beberapa perubahan yang dihasilkan dengan datangnya Islam ini
menunjukkan bahwa terjadi pergeseran ke arah yang lebih positif
atas perempuan. Pelarangan poliandri bagi perempuan untuk
menjaga kehormatan perempuan. Perempuan diberi hak untuk
mendapatkan warisan dan mendapatkan mahar adalah usaha untuk
menegakkan posisi politis perempuan sejajar dengan laki-laki.

1. Peran politis perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw.

Pada masa Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah
memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-
kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah
bersama Nabi, berbai’at kepada Nabi Saw., dan melakukan jihad
atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki.
Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Mengikut-
sertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah,
perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perem-
puan juga melakukan bai’at bersama kaum laki-laki di hadapan
Nabi. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah
Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian
menjadi Muslimah karena ajakan mereka. Begitu juga dalam hal
jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan
di dalamnya. Meskipun peran mereka sebagai pendukung atau
pendamping, tetapi peran mereka sangat penting dan menanggung
resiko yang sama seperti halnya laki-laki. Dalam mengatur urusan
pemerintahan, perempuan belum banyak berperan pada masa ini,
mengingat Nabilah yang memiliki otoritas tertinggi. Namun peran
ummahat al-mu’minin cukup besar dalam memberikan masukan-
masukan kepada Nabi dalam memutuskan berbagai kebijakan
kenegaraan.

Di antara problem yang dihadapi perempuan dalam me-
lakukan peran-peran politis pada masa Nabi adalah tekanan kaum
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kafir Quraisy Makkah di awal dakwah Islam, kelemahan fisik
mengingat begitu beratnya aktivitas yang dilakukan untuk berhijrah
dan berjihad misalnya, serta kehilangan keluarga dan harta serta
kampung halaman. Namun demikian, problem-problem seperti ini
tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik.

2. Peran politis perempuan pada masa Khulafaur Rasyidin

Sejarah mencatat banyak sekali peran perempuan dalam
masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah Saw. wafat, kaum
Muslimin yang belum kuat imannya mengalami goncangan.
Mereka tergoda untuk kembali ke kepercayaan nenek moyangnya.

Abu Bakar ash-Shiddig, seorang sahabat yang disepakati
oleh kaum Muhajirin dan Anshar sebagai Khalifah, mengangkat
tugas pertama kekhalifahannya untuk memerangi mereka yang
berkenan kembali ke kepercayaan nenek moyang mereka alias
murtad dari agama Allah. Perang Riddah (perang yang
dilaksanakan untuk menghancurkan kaum murtad) dikobarkan oleh
khalifah pertama ini. Pada masa perang Riddah ini, perempuan
tidak ketinggalan untuk ambil peran dalam menjaga agama Allah.
Misalnya dalam kasus Musailamah bin Habib al-Yamamy al-
Kadzdzab, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi,
perempuan memainkan aksinya untuk ikut menghancurkan sang
nabi palsu. Adalah Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka’b,
perempuan yang berangkat ke Yamamah bersama kaum Muslimin
untuk  memberangus Musailamah (Ziyadah, 2001: 199).
Keikutsertaan Nusaibah binti Ka’b ini menandakan bahwa peran
perempuan adalah sejajar dengan laki-laki dalam hal membela
Islam. Hal ini membuat posisi politis perempuan juga terangkat
dengan sendirinya.

Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis
yang lain pada masa Khulafaur Rasyidin. Ummahat al-Mu’minin
menjadi motor penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk
aktif dalam peran-peran politik tersebut. Yang paling banyak
terlibat dalam aktivitas politik pada masa ini dan paling banyak
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disebut-sebut dalam literatur sejarah adalah Aisyah r.a. Dialah yang
banyak berperan dalam melakukan rekonsiliasi umat Islam pada
saat terjadinya masa kekacauan, baik pada masa Usman bin Affan
maupun pada masa Ali bin Abi Thalib. Problem besar yang
dihadapi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bahwa yang saling
bertikai pada saat kekacauan adalah sesama Muslim dan juga ulah
kaum munafik, seperti yang dimotori Abdullah bin Saba’. Dialah
yang menyebarkan provokasi di tengah-tengah umat Islam,
sehingga umat Islam termakan dan mengalami masa kekacauan
yang cukup panjang.

SIMPULAN

Sudah cukup panjang uraian tentang keterlibatan
perempuan dalam bidang politik pada zaman Nabi Muhammad
Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Untuk memudahkan pemahaman
terhadap uraian ini, berikutnya akan dikemukakan beberapa
kesimpulan seperti berikut:

1. Sebelum kedatangan Islam kedudukan perempuan di tengah-
tengah masyarakat Arab jahiliyah secara umum sangat rendah
dan memprihatinkan. Pada masa ini perempuan tidak memiliki
hak politik sama sekali. Kedatangan Islam membawa angin se-
gar bagi kaum perempuan. Islam menempatkan kedudukan
perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan
perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perem-
puan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan.

2. Pada masa Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah
memainkan peran-peran publik (di luar peran domistik) dalam
rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan
dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbai’at kepada
Nabi Saw, melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan
bersama-sama kaum laki-laki. Peran-peran perempuan seperti
itu memiliki nilai politis yang tinggi, mengingat perempuan
dapat melakukan peran yang sama seperti halnya laki-laki da-
lam rangka memenuhi tuntutan dan kewajiban beragama untuk
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menegakkan kalimat Allah. Adapun problem yang dihadapi pe-
rempuan dalam melakukan peran-peran itu di antaranya adalah
tekanan kaum kafir Quraisy Makkah di awal dakwah Islam,
kelemahan fisik mengingat begitu beratnya aktivitas yang
dilakukan untuk berhijrah dan berjihad misalnya, serta ke-
hilangan keluarga dan harta serta kampung halaman.

Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis
pada masa Khulafaur Rasyidin. Perempuan ikut berperan dalam
mendukung berdirinya khilafah sepeninggal Nabi. Perempuan
juga terlibat aktif dalam jihad melawan orang-orang yang mur-
tad dan usaha-usaha rekonsiliasi pada saat kekacauan politik di
masa Usman dan Ali. Ummahat al-Mu’minin menjadi motor
penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam
peran-peran politik, terutama yang diperankan oleh Sayyidatina
Aisyah r.a. Problem besar yang dihadapi pada saat ini adalah
bahwa lawan-lawan yang dihadapi pada saat kekacauan adalah
sesama Muslim.
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